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ABSTRAK

Aprizal Ali Hazmi, 201310117029,Skripsi. Perlindungan Hukum Pemegang Girik
Terhadap Penerbitan Sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 98 PK/TUN/2017)

Sertifikat merupakan salah satu produk Tata Usaha Negara, sebagai tanda
bukti hak atas  tanah  tidak  terlepas  dari  kemungkinan  adanya  kesalahan  dalam
penerbitannya, baik  itu  yang  disebabkan  karena  cacat  hukum  administrasi
seperti  kesalahan  prosedur penerbitan,  baik  itu  pada  saat  penetapan  batas,
pengukuran,   maupun   pada   proses  pengolahan  data  ukur,  atau  dapat  juga
disebabkan  karena  adanya  perubahan  objek  hak  yang  diterangkan  dalam
sertipikat.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penelitian  ini  mempunyai  dua  tujuan  .
pertama,  Untuk mengetahui  perlidungan hukum terhadap pemegang girik yang
dirugikan  dengan  diterbitkannya  sertipikat dalam  Putusan  MA  Nomor:  98
PK/TUN/2017, dan yang kedua untuk mengetahui tanggung jawab hukum Badan
Pertanahan Nasional atas  penerbitan Sertifikat yang merugikan pemegang girik
dalam Putusan MA Nomor: 98 PK/TUN/2017.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Jakarta
Barat  telah  melakukan  kelalaian  sebagaimana  dinyatakan  dalam  putusan  MA
Nomor: 98 PK/TUN/2017 yang tidak   memeriksa pemetaan yang dimiliki  oleh
Kantor  Pertanahan terhadap pengajuan sertifikat  dan  tanah  telah  menimbulkan
persoalan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik girik tanah, dimana
pemegang  girik atas  tanah  tersebut  tidak  dapat  melakukan  transaksi  jual-beli
akibat  ditanah nya tersebut  karena sudah terbit  sertifikat  atas  nama orang lain
tanpa sepengetahuan pemilik girik tersebut.

Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  Girik  Letter  C  juga  merupakan
syarat yang harus ada untuk pengkonversian tanah milik adat, sebagai bukti hak
milik  adat dan  Tanggung jawab Kantor  Pertanahan adanya kepemilikan  ganda
antara sertipikat hak milik dan Girik Letter C adalah menerapkan sanksi perdata
untuk mengganti rugi secara materiil, sanksi pidana dan sanksi administratif.

Saran dalam penelitian ini Sebaiknya dilakukan pendaftaran tanah jika tanah
tersebut masih berstatus Girik Letter C karena Girik Letter C bukanlah alat bukti
kepemilikan hak, namun hanya merupakan bukti penguasaan atas suatu lahan dan
pembayaran  pajak  atas  tanah  tersebut  dan  Perlunya tindak  lanjut  penyelesaian
sengketa Pengadilan, tidak hanya dari sisi Peradilan Tata Usaha Negara, namun
dari  sisi perdata mengenai kepemilikan hak atas tanah berdasar kekuatan bukti
masing-masing pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: PTUN, Sertifikat, Girik Letter C
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ABSTRACT

Aprizal  Ali  Hazmi,  201310117029,  Thesis.  Legal  Protection  of  Giric  Holders  to  the
Issuance of Certificates by West Jakarta National Land Agency (Case Study of Supreme
Court Decision No: 98 PK / TUN / 2017)

Certificate is one of the products of State Administration, as a proof of land
rights is inseparable from the possibility  of a mistake in the issuance,  whether
caused by a defect in administrative law such as errors of the issuance procedure,
whether at the time of setting limits, measurements, or processing measuring data,
or  it  may  also  be  caused  by  a  change  in  the  rights  object  described  in  the
certificate.

In connection with this, this study has two objectives. Firstly, to know the
legal protection against the holder of the aggrieved gypsies with the issuance of
the certificate in Supreme Court Decision Number 98 / PK / TUN / 2017, and the
second to find out the legal responsibility of the National Land Agency for the
issuance  of  Certificates  harmful  to  the  holder  of  the  girik  in  Supreme  Court
Decision Number 98 PK / TUN / 2017.

Based on the results of the study, it is stated that the West Jakarta Land
Office has committed negligence as stated in the Supreme Court Decision Number
98 / PK / TUN / 2017 which does not check the mapping owned by the Land
Office against the filing of certificates and the land has caused legal problems
resulting in losses for owners of land girik , where the holder of the girik on the
land can not conduct a sale transaction due to his land because it has been issued a
certificate on behalf of another without the knowledge of the owner of the girik.

The conclusion in this research is Girik Letter C is also a requirement that
must exist for conversion of customary land, as evidence of customary property
and Responsibility  of  Land Office  of  double ownership  between certificate  of
ownership and Girik Letter C is to apply civil sanction to indemnify material ,
criminal sanctions and administrative sanctions.

Suggestion in this research It is better to register the land if the land is still a
Girik Letter C status because Girik Letter C is not a proof of ownership of rights,
but only a proof of land tenure and tax payment on the land and the need for
follow-up of Court dispute settlement, from the side of the State Administrative
Court, but from the civil side regarding the ownership of land rights based on the
strength  of  evidence  of  each  party  to  the  dispute.

Keyword: PTUN, Certificate, Girik Letter C
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